MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 09 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN IZIN BELAJAR, UJIAN KENAIKAN PANGKAT
PENYESUAIAN IJAZAH DAN PENCANTUMAN GELAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : a.

Mengingat 1

bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia,
perlu mendorong dan memberi kesempatan kepada para Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya
Mineral untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya
dengan memberikan izin belajar untuk melakukan studi dengan
biaya sendiri;

bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 582 K/70/MEM/2002 tanggal 10 Mei 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan - Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Iljazah
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral belum mencakup
pengaturan mengenai izin belajar dan pencantuman gelar;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan lzin
Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah, dan
Pencantuman Gelar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dalam suatu
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4322);
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober
2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus
2007,

6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1161
K/70/MEM/2005 tanggal 4 Aprii 2005 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian Terpadu Departemen
Energi dan Sumber Daya Mineral;

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030
Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN IZIN BELAJAR, UJIAN
KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN [JAZAH, DAN
PENCANTUMAN GELAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. lzin Belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang
berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti
program pendidikan yang berhubungan dan/atau dapat menunjang
tugas fungsinya.

2. Penyesuaian ljazah adalah salah satu bentuk kegiatan mutasi
kepegawaian berupa perubahan data kepegawaian secara formal
yang dikaitkan dengan status kedudukan seseorang Pegawai
Negeri Sipil, berdasarkan ijazah akademik terakhir yang diraih
Pegawai Negeri Sipil, yang dapat diikuti dengan proses kenaikan
pangkat sebagai penyesuaian ijazah atau pengakuan
ijazah/pencantuman gelar.
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3. Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah adalah penghargaan atas
ljiazah akademik terakhir yang telah diraih oleh Pegawai Negeri
Sipil dikaitkan dengan kebutuhan unit kerja Departemen Energi dan
Sumber Daya Mineral akan ketrampilan atau keahlian yang
ditunjukkan secara formal oleh ijazah tersebut serta lulus Ujian
Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah.

4. Pengakuan ljazah atau Pencantuman Gelar adalah proses
pengadministrasian/pencantuman gelar akademik secara formal
yang dikaitkan dengan status kepegawaian seseorang sebagai
Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan penyesuaian ljazah akademik
terakhir yang diperolehnya.

- 5. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah adalah ujian yang

dilaksanakan dalam rangka proses kenaikan pangkat berdasarkan
ljazah yang diperoleh setingkat lebih tinggi.

6. Akreditasi adalah keg'iatan penilaian kelayakan program dalam
satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

7. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, selanjutnya disebut DP3
adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan
pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu 1
(satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai.

8. Nilai Persentasi, selanjutnya disebut NPR adalah hasil yang dapat
dicapai oleh Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah
yang bersangkutan yang dinyatakan dalam persen.

9. Nilai Tertimbang, selanjutnya disebut NT adalah NPR dikalikan
dengan nilai patokan (NP) dibagi 100.

10.Tim Seleksi Administrasi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian
ljazah, selanjutnya disebut Tim Seleksi Administrasi adalah
pejabat/pegawai yang diberikan tugas untuk menyeleksi
keabsahan ljazah dan persyaratan Ujian Kenaikan Pangkat
Penyesuaian ljazah.

11.Tim Penilai Teknis Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah
adalah pejabat/pegawai yang diberikan tugas menilai ujian tertulis
dan/atau menilai karya tulis bagi Pegawai Negeri Sipil yang
mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah.

12.Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di
bidang energi dan sumber daya mineral.

13. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Departemen Energi
dan Sumber Daya Mineral.

14.Unit Utama adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal
Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan
Energi, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi,
Inspektorat Jenderal, Badan Geologi, Badan Penelitian dan
Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral atau Badan
Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral.

15. Pimpinan Unit Utama adalah Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal
Minyak dan Gas Bumi, Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan
Energi, Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi,
Inspektur Jenderal, Kepala Badan Geologi, Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
atau Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber

- Daya Mineral.
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16.Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi adalah Kepala Biro
Kepegawaian dan Organisasi Departemen Energi dan Sumber
Daya Mineral.

17.Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik
Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat
oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB |l
IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu
Persyaratan Untuk Mendapatkan Izin Belajar

Pasal 2

lzin Belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi
syarat sebagai berikut :

a. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam DP3 sekurang-
kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

c. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai
Pegawai Negeri Sipil;

d. bidang pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan
tugas jabatan;

e. biaya pendidikan ditanggung oleh Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan;

f. program pendidikan yang akan diikuti dilaksanakan pada sekolah
atau perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah diakreditasi
dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang
bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. pendidikan diikuti di luar jam kerja dan tidak mengganggu
pekerjaan/tugas sehari-hari.

Bagian Kedua
Pejabat Yang Berwenang Memberikan lzin Belajar

Pasal 3

Izin Belajar diberikan oleh Pejabat yang berwenang sebagai berikut:

a. Sekretaris Unit Utama/Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
sesuai dengan kewenangannya untuk pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama (SLTP) sampai dengan Diploma IV atau Sarjana
(81);

b. Pimpinan Unit Utama untuk pendidikan Pasca Sarjana Program
Magister/Master (S2) dan Doktor (S3).



Bagian Ketiga
Prosedur Permohonan Izin Belajar

Pasal 4

(1) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan surat
permohonan lzin Belajar kepada Pimpinan Unit Eselon i
tempatnya bekerja sesuai dengan format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran | A Peraturan Menteri ini.

(2) Terhadap permohonan lzin Belajar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan penelitan mengenai kesesuaian program
pendidikan yang diusulkan dengan tugas dan fungsi kerja Pegawai
Negeri Sipil yang mengajukan Izin Belajar tersebut oleh:

a. Pimpinan Unit Eselon Ill, untuk pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama (SLTP) sampai dengan Diploma [V atau
Sarjana (S1);

b. Pimpinan Unit Eselon 1, untuk pendidikan Pasca Sarjana
Program Magister/Master (S2) dan Doktor (S3).

(3) Apabila program pendidikan yang diajukan dianggap telah sesuai
dengan tugas dan fungsi unit kerja, Pimpinan Unit Eselon Il
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengusulkan
pemberian lzin Belajar untuk Pegawai Negeri Sipil tersebut
kepada Sekretaris Unit Utama/Kepala Biro Kepegawaian dan
Organisasi sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | B Peraturan Menteri ini.

(4) Apabila program pendidikan yang diajukan dianggap telah sesuai
dengan tugas dan fungsi unit kerja, Pimpinan Unit Eselon Il
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengusulkan
pemberian |zin belajar untuk Pegawai Negeri Sipil tersebut kepada
Pimpinan Unit Utama sesuai dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | C Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat
(3), Sekretaris Unit Utama/Kepala Biro Kepegawaian dan
Organisasi memberikan lzin Belajar sesuai dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | D Peraturan Menteri ini.

(2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat
(4), Pimpinan Unit Utama memberikan I1zin Belajar sesuai dengan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran | E Peraturan
Menteri ini.

Pasal 6

(1) lzin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan
untuk 1 (satu) tingkat di atas pendidikan terakhir yang dimiliki
Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan Izin Belajar.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang telah diberikan Izin Belajar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan selesai mengikuti
program pendidikan tidak berhak untuk menuntut penyesuaian
ljazah ke dalam pangkat apabila tidak tersedia formasi.
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Bagian Keempat
Laporan Pelaksanaan Pendidikan

Pasal 7

(1) Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan Izin Belajar waijib
menyampaikan laporan perkembangan pendidikannya setiap
tahun dan laporan penyelesaian pendidikannya, masing-masing
kepada :

a. Sekretaris Unit Utama/Kepala Biro Kepegawaian dan
Organisasi secara hierarki bagi Pegawai Negeri Sipil yang
melanjutkan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
(SLTP) sampai dengan Diploma |V atau Sarjana (S1).

b. Pimpinan Unit Utama secara hierarki dengan tembusan
kepada Sekretaris Jenderal bagi Pegawai Negeri Sipil yang
melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana Program
Magister/Master (S2) dan Doktor (S3).

(2) Laporan tahunan mengenai perkembangan pendidikan disusun
sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | F Peraturan Menteri ini.

(3) Laporan mengenai penyelesaian pendidikan disusun sesuai
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran | G Peraturan
Menteri ini.

BAB lil
UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah
dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali pada bulan Agustus setiap
tahun berjalan.

(2) Usulan peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pimpinan
Unit Utama kepada Sekretaris Jenderal.

(3) Penyampaian wusulan peserta Ujian Kenaikan Pangkat
Penyesuaian ljazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diajukan paling lambat pada bulan April setiap tahun berjalan.

Bagian Kedua
Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat
Penyesuaian ljazah

Pasal 9
(1) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan bagi Pegawai Negeri Sipil
yang mendapat Izin Belajar dan telah memperoleh :
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a. Surat Tanda Tamat Belajar/ljazah Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama (SLTP), dan belum mencapai pangkat Pengatur
Muda, golongan ruang Il/ac;

b. Surat Tanda Tamat Belajar/ljazah Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas (SLTA), Diploma | atau yang setingkat dan belum
mencapai pangkat Pengatur, golongan ruang lli/b;

c. ljazah Diploma Il dan belum mencapai pangkat puncak
Penata Muda Tingkat |, golongan ruang lii/b;

d. ljazah Sarjana Muda, ljazah Akademik atau ljazah Diploma Il -

dan belum mencapai pangkat puncak Penata, golongan ruang
li/c;

e. ljazah Sarjana (S1) atau ljazah Diploma IV dan belum
mencapai pangkat puncak Penata Tingkat I, golongan ruang
n/d;

f. ljazah Dokter, ljazah Apoteker dan ljazah lain yang setara,
ljiazah Magister/Master (S2) dan belum mencapai pangkat
puncak Pembina, golongan ruang IV/a;

g. ljazah Doktor (S3) dan belum mencapai pangkat puncak
Pembina Tingkat |, golongan ruang IV/b.

Bagian Ketiga
Tim Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah

Pasal 10

Untuk melaksanakan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian
ljazah dibentuk Tim Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditetapkan
oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

Tim Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah terdiri atas :

a. Tim Seleksi Administrasi yang terdiri atas pejabat
struktural/fungsional di Biro Kepegawaian dan Organisasi;

b. Tim Penilai Teknis Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian
ljazah.

Tim Penilai Teknis Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah
terdiri atas para pejabat strukturalfungsional di lingkungan
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dengan ketentuan:

a. serendah-rendahnya Pejabat Struktural Eselon Il atau
Pejabat Fungsional jenjang Madya untuk menilai Ujian
Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah untuk Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sampai dengan Diploma IV
atau Sarjana (S1);

b. serendah-rendahnya Pejabat Struktural Eselon Il atau
Pejabat Fungsional jenjang Madya dan bergelar
Magister/Master/Doktor untuk menilai Ujian Kenaikan Pangkat
Penyesuaian ljazah Pasca Sarjana Program Master/Magister
(S2);
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c. serendah-rendahnya Pejabat Struktural Eselon Il atau Pejabat
Fungsional jenjang Madya dan bergelar Doktor untuk menilai
Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah Pasca Sarjana
Program Doktor (S3).

Tim Penilai Teknis Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah
harus ganijil dan berjumlah paling sedikit 9 (sembilan) orang yang
terdiri atas :

a. seorang Ketua merangkap anggota;
b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
c. sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah

Pasal 11

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah terdiri atas :

a. ujian tertulis, bagi yang memiliki ljazah Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama (SLTP) sampai dengan Sarjana Muda,
Akademi atau Diploma lll;

b. penyusunan karya tulis untuk dipresentasikan bagi yang
memiliki ljazah Diploma IV atau Sarjana (S1) sampai dengan
ljazah Doktor (D3).

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah dilakukan setelah
dilaksanakan pemeriksaan kelengkapan administrasi oleh Tim
Seleksi Administrasi.

- Pemeriksaan kelengkapan administrasi dilakukan dari bulan April

sampai dengan bulan Mei tahun berjalan, yang meliputi :
a. lzin Belajar;

b. keabsahan ljazah terhadap Sekolah/Perguruan Tinggi yang
telah  diakreditasi dan/atau telah mendapat izin
penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di
bidang pendidikan nasional atau pejabat lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam DP3 sekurang-
kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

d. surat usulan untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat
Penyesuaian ljazah dari Pimpinan Unit Utama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);

e. surat keterangan tidak dijatuhi hukuman disiplin sedang atau
berat dalam 1 (satu) tahun terakhir dari Kepala Bagian yang
bertanggung jawab di bidang kepegawaian sesuai dengan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il A
Peraturan Menteri ini, dan

f. surat keterangan tentang kesesuaian pendidikan dengan
tugas pokok dan fungsi yang dikeluarkan dari unit pengusul
berupa uraian tugas lama dan baru sesuai dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il B Peraturan
Menteri ini.
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(4) Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan telah memenuhi
kelengkapan administrasi diberitahukan secara tertulis untuk
mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah oleh
Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi melalui Sekretaris
Unit Utama yang bersangkutan.

(5) Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kelengkapan
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi
kesempatan untuk melengkapi sesuai batas waktu yang
ditentukan oleh Tim Seleksi Administrasi.

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ljazah Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama (SLTP) sampai dengan Sarjana Muda, Akademi atau
Diploma Il dan telah memenuhi kelengkapan administratif serta
menerima pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (4) mengikuti ujian tertulis dengan materi terdiri atas :

a. pengetahuan umum, termasuk Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

b. pengetahuan teknis.
Pasal 13

(1) Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ljazah Diploma IV atau
ljazah Sarjana (S1) sampai dengan ljazah Doktor (S3) dan telah
memenuhi  kelengkapan administrasi serta menerima
pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (4) mempersiapkan karya tulis untuk dipresentasikan di
depan Tim Penilai Teknis Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian
ljazah.

(2) Karya tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun
sesuai kriteria sebagai berikut :

a. judul  meliputi  jurusan/kualifikasi  pendidikan  dan
hubungannya dengan jabatan/bidang tugas pada unit kerja
yang bersangkutan dan/atau unit kerja yang membutuhkan;

b. karya tulis yang diajukan merupakan hasil pemikiran baru,
dan bukan merupakan saduran dan/atau belum pernah
diajukan untuk keperluan lain;

c. karya tulis berisi paling sedikit 30 (tiga puluh) lembar, tidak
termasuk judul, kata pengantar dan daftar isi;

d. karya tulis diketik di atas kertas ukuran A4, dengan ketikan 2
(dua) spasi dengan huruf Arial ukuran 12, dibuat rangkap 3
(tiga) dan diberi sampul warna biru muda;

e. sistematika dan isi karya tulis disusun sesuai dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il C Peraturan
Menteri ini.
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Bagian Kelima
Penilaian Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah

Pasal 14

Penilaian ujian tertulis bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Surat
Tanda Tamat Belajar/ljazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
(SLTP) sampai dengan Sarjana Muda, Akademi atau Diploma Ili
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan
pembobotan untuk pengetahuan umum dan pengetahuan teknis
sebagai berikut :

a. pengetahuan umum : 40 % (empat puluh persen); dan
b. pengetahuan teknis : 60 % (enam puluh persen),
Total jumlah nilai : 100 % (seratus persen).

Pasal 15

Penilaian karya tulis bagi Pegawai Negeri Sipil untuk memperoleh
ljazah Diploma IV atau ljazah Sarjana (S1) sampai dengan Doktor
(S3) dilakukan dengan pembobotan sebagai berikut :

a. penilaian administratif karya tulis paling banyak sebesar 20%
(dua puluh persen);

b. penilaian presentasi substansi karya tulis paling sedikit 80%
(delapan puluh persen).

Pasal 16

(1) Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat
Penyesuaian ljazah dinyatakan lulus apabila mencapai Nilai
Batas Lulus yang ditetapkan.

(2) Nilai Batas Lulus untuk nilai Ujian tertulis bagi peserta Ujian
Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah untuk Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama (SLTP) sampai dengan Sarjana Muda,
Akademi atau Diploma Il adalah 65 (enam puluh lima) NT,
dengan ketentuan :

a. NPR untuk materi ujian Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serendah-
rendahnya 70 (tujuh puluh);

b. NPR untuk materi ujian pengetahuan umum lainnya
serendah-rendahnya 40 (empat puluh);

c. NPR untuk materi ujian pengetahuan teknis serendah-
rendahnya 65 (enam puluh lima).

(3) Nilai batas lulus untuk nilai karya tulis bagi Peserta Ujian
Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah Diploma IV atau ljazah
Sarjana (S1) sampai dengan Doktor (S3) adalah 70 (tujuh
puluh) NT.
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Pasal 17

Hasil Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah dituangkan
dalam berita acara penilaian dan oleh Ketua Tim Ujian
Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah disampaikan kepada
Sekretaris Unit Utama melalui Kepala Biro Kepegawaian dan
Organisasi.

Terhadap hasil ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
Pasal 15 dan Pasal 16 tidak dapat diajukan keberatan.

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan belum mencapai
Nilai Batas Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,
diberikan kesempatan mengulang ujian sebanyak 1 (satu) kali.

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberikan kesempatan
mengulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan tidak
lulus maka kepada yang bersangkutan diberi kesempatan 1
(satu) kali untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat
Penyesuaian ljazah pada tahun berikutnya.

Tim Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah membuat
berita acara dan melaporkan pelaksanaan serta hasil Ujian
Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah kepada Sekretaris
Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.

BAB IV
PENGAKUAN IJAZAH/PENCANTUMAN GELAR

Pasal 18

Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan pendidikan dan
telah mencapai pangkat puncak, untuk mendapat pengakuan
ijazah/pencantuman gelar dalam administrasi kepegawaian
tidak perlu mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian
ljazah.

Ketentuan pengakuan ijazah/pencantuman gelar untuk Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

a. program pendidikan diselenggarakan oleh sekolah atau
perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah diakreditasi
dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri
yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau
pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang
atau berat;

c. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai
Pegawai Negeri Sipil.

Permohonan usul pengakuan ijazah/pencantuman gelar untuk
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh Sekretaris Unit Utama yang bersangkutan
kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.
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BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Izin Belajar yang
telah diberikan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya
I1zin Belajar.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

a. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 582
K/70/MEM/2002 tanggal 10 Mei 2002 tentang Pedoman

Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; dan

b. Ketentuan Pasal 39, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 70 dalam
Lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 1161 K/70/MEM/2005 tanggal 4 April 2005 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian Terpadu
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 21
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2009

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
ttd
PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 112




LAMPIRAN | A° PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 09 TAHUN 2009
TANGGAL : 18 MEI 2009

FORMAT PERMOHONAN IZIN BELAJAR

Nomor

Sifat

Lampiran

Hal . Permohonan Izin Belajar di Luar Jam Kerja Kedinasan

Yang terhormat

Kepala Biro/Sekretaris Unit Utama/Direktur/Kepala Pusat
di

Jakarta/Bandung/dan sebagainya

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :

NIP :
Tempat dan tanggal lahir
Pangkat/Gol Ruang

Jabatan

Unit Kerja

dengan ini mengajukan permohonan lzin Belajar di luar jam kerja kedinasan yang akan
dilaksanakan pada :

Nama Sekolah/Universitas :
Fakultas/Jurusan :
Jenjang Pendidikan
Lokasi
Tahun Ajaran/Akademik
Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Atas perhatian Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Jakarta/Bandung/dan sebagainya,

Tembusan :
Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi




LAMPIRAN | B PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 09 TAHUN 2009
TANGGAL : 18MEI 2009

FORMAT USULAN PEMBERIAN 1ZIN BELAJAR UNTUK PENDIDIKAN SEKOLAH
LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) SAMPAI DENGAN DIPLOMA IV
ATAU SARJANA (S1)

Nomor

Sifat

Lampiran

Hal :  Usul Pemberian Izin Belajar di Luar Jam Kerja Kedinasan

Yang terhormat

Sekretaris Unit Utama/Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
di

Jakarta/Bandung

Menunjuk surat Sdr. ... NIP ... Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Izin
Belajar di Luar Jam Kerja Kedinasan, bersama ini disampaikan bahwa terhadap Pegawai
Negeri Sipil :

Nama

NIP

Tempat dan tanggal lahir
Pangkat/Gol Ruang
Jabatan

Unit Kerja

telah mengajukan permohonan Izin Belajar di luar jam kerja kedinasan pada :
Nama Sekolah/Universitas :

Fakultas/Jurusan :

Jenjang Pendidikan

Lokasi

Tahun Ajaran/Akademik

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai hasil penelitian, kami mohon kiranya
dapat diberikan Izin Belajar kepada yang bersangkutan.

Atas perhatian dan dukungan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Unit Eselon lll,

Tembusan :
Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi




LAMPIRAN | C PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 09 TAHUN 2009
TANGGAL : 18 MEI 2009

FORMAT USULAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR UNTUK PENDIDIKAN PASCA
SARJANA PROGRAM MAGISTER/MASTER (S2) DAN DOKTOR (S3)

Nomor

Sifat

Lampiran

Hal : Usul Pemberian Izin Belajar di Luar Jam Kerja Kedinasan

Yang terhormat,
Pimpinan Unit Utama
di

Jakarta/Bandung

Menunjuk surat Sdr. ... NIP ... Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Izin
Belajar di Luar Jam Kerja Kedinasan, bersama ini disampaikan bahwa terhadap
Pegawai Negeri Sipil dimaksud :

Nama

NIP

Tempat dan tanggal lahir
Pangkat/Gol Ruang
Jabatan

Unit Kerja

telah mengajukan permohonan lzin Belajar di luar jam kerja kedinasan pada:
Nama Universitas

Fakultas

Jenjang Pendidikan

Lokasi

Tahun Ajaran/Akademik

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai hasil penelitian, kami mohon
kiranya dapat diberikan Izin Belajar kepada yang bersangkutan.

Atas perhatian dan dukungan Bapak/lbu, kami ucapkan terima kasih.
Pimpinan Unit Eselon 11,

Tembusan :
Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral



LAMPIRAN | D PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR :09 TAHUN 2009
TANGGAL : 18 MEI 2009

FORMAT PEMBERIAN IZIN BELAJAR UNTUK PENDIDIKAN SEKOLAH LANJUTAN
TINGKAT PERTAMA (SLTP) SAMPAI DENGAN DIPLOMA IV ATAU SARJANA (S1)

Nomor : Jakarta,
IZIN BEILAJAR DI LUAR JAM KERJA KEDINASAN

Dengan ini diberikan izin belajar di luar jam kerja kedinasan kepada :
Nama :
NIP :
Tempat dan tanggal lahir
Pangkat/Gol Ruang

Jabatan

Unit Kerja

Nama Sekolah/Universitas
Fakultas/Jurusan

Jenjang Pendidikan

Lokasi

Tahun Ajaran/Akademik

Dengan ketentuan :
1. Waktu belajar/kuliah dilakukan di luar jam kerja.

2. Seluruh biaya pendidikan menjadi tanggung jawab pegawai yang bersangkutan.

3. Selama melanjutkan pelajaran tidak mengurangi, energi dan waktu yang diperlukan
untuk melaksanakan tugas dinasnya sehari-hari.

4. 1zin Belajar bukan merupakan pernyataan atas status penempatan.

5. Pegawai yang sedang melanjutkan pendidikan di luar jam kerja kedinasan waijib
membuat laporan secara periodik dengan melampirkan Daftar Nilai/Hasil Ujian/Kartu
Hasil Studi dari Sekolah/Universitas tempat melanjutkan pendidikan yang telah
dilegalisir.

6. Setelah lulus pendidikan tidak secara otomatis diberikan penyesuaian kenaikan
pangkat.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris Unit Utama/Kepala Biro
Kepegawaian dan Organisasi,

Tembusan :
Sekretaris Jenderal ¢.q. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi



LAMPIRAN | E  PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 09 TAHUN 2009
TANGGAL : 18 MEI 2009

FORMAT PEMBERIAN IZIN BELAJAR UNTUK PENDIDIKAN PASCA SARJANA
PROGRAM MAGISTER/MASTER (S2) DAN DOKTOR (S3)

Nomor Jakarta,
IZIN BELAJAR DI LUAR JAM KERJA KEDINASAN
Dengan ini diberikan izin belajar di luar jam kerja kedinasan kepada :

Nama

NiP

Tempat dan tanggal lahir
Pangkat/Gol Ruang
Jabatan

Unit Kerja

Nama Universitas
Fakultas/Jurusan
Jenjang Pendidikan
Lokasi

Tahun Ajaran/Akademik

Dengan ketentuan :
1. Waktu belajar/kuliah dilakukan di luar jam kerja.

2. Seluruh biaya pendidikan menjadi tanggung jawab pegawai yang bersangkutan.

3. Selama melanjutkan pelajaran tidak mengurangi, energi dan waktu yang diperlukan
untuk melaksanakan tugas dinasnya sehari-hari.

4. lzin Belajar bukan merupakan pernyataan atas status penempatan.

5. Pegawai yang sedang melanjutkan pendidikan di luar jam kerja kedinasan wajib
membuat laporan secara periodik dengan melampirkan Daftar Nilai/Hasil Ujian/Kartu
Hasil Studi dari Universitas tempat melanjutkan pendidikan yang telah dilegalisir.

6. Setelah lulus pendidikan tidak secara otomatis diberikan penyesuaian kenaikan
pangkat.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
Pimpinan Unit Utama,

.............................

Tembusan :
Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi



LAMPIRAN | F PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 09 TAHUN 2009
TANGGAL : 18 MEI 2009

FORMAT LAPORAN TAHUNAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN

Nomor

Sifat

Lampiran

Hal . Laporan Tahunan Pelaksanaan lzin Belajar

Yang terhormat,

Pejabat yang berwenang *)
di

Jakarta/Bandung

Sehubungan dengan pemberian Izin Belajar Nomor ... tanggal ... yang diberikan
kepada :
. Nama
NIP
Tempat dan tanggal lahir
Pangkat/Gol Ruang
Jabatan
Unit Kerja

SOk wWN =

bersama ini kami sampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Izin Belajar pada :

Nama Sekolah/Universitas/Fak
Alamat Sekolah/Universitas/Fak
Tahun Ajaran/Akademik

Lamanya pendidikan

Pada saat melaporkan duduk
dalam semester/tahun

6. Nilai/rapor, IPK/KHS (terlampir)

o=

Mengetahui, Jakarta,

Pimpinan Unit Eselon I Pegawai yang bersangkutan
NIP ................................. NIP .........................................
Tembusan :

Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi/Sekretaris Jenderal (bagi penerima Izin Belajar
untuk pendidikan Program Pasca Sarjana Program Magister/Master (S2) dan Doktor
(S3)).

*) Sekretaris Unit Utama atau Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi bagi penerima Izin Belajar
untuk pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sampai dengan Diploma IV atau
Sarjana (S1) dan Pemimpin Unit Utama bagi penerima lzin Belajar untuk pendidikan Pasca Sarjana
Program Magister/Master (S2) dan Doktor (S3)



LAMPIRAN | G PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 09 TAHUN 2009
TANGGAL : 18 MEI 2009

FORMAT LAPORAN MENGENAI PENYELESAIAN PENDIDIKAN

Nomor

Sifat

Lampiran

Hal . Laporan Telah Menyelesaikan Pendidikan

Yang terhormat,

Pejabat yang berwenang *)

di

Jakarta/Bandung/dan sebagainya

Sehubungan dengan pemberian Izin Belajar Nomor... tanggal....yang diberikan
kepada :

Nama

NIP

Tempat dan tanggal lahir
Pangkat/Gol Ruang
Jabatan

Unit Kerja

OahLON=

bersama ini kami sampaikan Laporan telah menyelesaikan pendidikan pada :

Nama Sekolah/Universitas/Fak
Alamat Sekolah/Universitas/Fak
Saat melanjutkan pendidikan
Lamanya pendidikan

Nomor dan tanggal ljazah

ahwON=

Mengetahui, Jakarta/Bandung/dan sebagainya,
Pimpinan Unit Eselon Il Pegawai yang bersangkutan

Tembusan :

Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi/Sekretaris Jenderal (bagi penerima lzin Belajar
untuk pendidikan Program Pasca Sarjana Program Magister/Master (S2) dan Doktor
(S3)).

*) Sekretaris Unit Utama atau Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi bagi penerima Izin Belajar
untuk pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sampai dengan Diploma [V atau
Sarjana (S1) dan Pemimpin Unit Utama bagi penerima lzin Belajar untuk pendidikan Pasca
Sarjana Program Magister/Master (S2) dan Doktor (S3)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
ttd

PURNOMO YUSGIANTORO

R )WEN&R@T@AN SWMBER DAYA MINERAL

f.f p?}aaBl sHukdm dap Humas,




LAMPIRAN IIA PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 09 TAHUN 2009
TANGGAL : 18 MEI 2009

FORMAT SURAT KETERANGAN
TIDAK DIKENAKAN HUKUMAN DISIPLIN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan X

menerangkan bahwa pegawai yang tersebut di bawah ini :

Nama

NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :

tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, berat atau tidak dalam keadaan
menjalani hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980,
dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta/Bandung/dan sebagainya,




LAMPIRAN [I B PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
: NOMOR : 09 TAHUN 2009
TANGGAL : 18 MEI 2009

FORMAT SURAT KETERANGAN
URAIAN TUGAS PEKERJAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil :

Nama

NIP

Pangkat/Gol Ruang
Pendidikan

Unit Kerja

Mempunyai jabatan dan uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Jabatan Lama Jabatan Baru

Uraian Tugas pokok dan fungsi Lama | Uraian Tugas pokok dan fungsi Baru

L e L s
2 e
B e B e
Qe e A e
S PR UPPRRRRP D
6. dan seterusnya 6. dan seterusnya

Jakarta, .........cccoeeiiiieee



LAMPIRAN IIC PERATURAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Judul

NOMOR . 09 TAHUN 2009
TANGGAL : 18 MEI 2009

SISTEMATIKA DAN ISI KARYA TULIS

Sebutkan judul karya tulis

Sebutkan karya tulis disusun dalam rangka memenuhi persyaratan Ujian |
Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah

Sebutkan Nama, NIP, unit kerja dan tahun pembuatan karya tulis

Kata Pengantar

Datftar Isi

BAB |

BAB I

BAB 1l

BAB IV

BAB YV

DEPARTEMEN,

i (Keg

Y
O3
S

414 Birg,
i)

L hd
i

Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang dan Tujuan, paling banyak
10% (sepuluh persen) dari jumlah tulisan dalam karya tulis.

Latar Belakang pemilihan judul dalam kaitannya dengan tugas dan
fungsi dan landasan teori yang digunakan dalam analisis.

Tujuan, yaitu tujuan pemilihan karya tulis.

Kerangka pikir, paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari jumlah
tulisan, yang menyajikan kerangka pikiran yang digunakan untuk

analisis dan pemecahan masalah seperti model, rumus, dalil-dalil
hukum dan sebagainya.

Tinjauan Unit Kerja terdiri dari keadaan sekarang, tantangan dan
kendala yang dihadapi, dan keadaan yang diinginkan, paling banyak
20 % (dua puluh persen) dari jumlah tulisan.

Analisis dan Pemecahan Masalah, paling sedikit 40 % (empat puluh
persen) dari jumlah tulisan, berisi analisis permasalahan dengan
menggunakan kerangka teori dan pemecahan masalah.

Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran, paling banyak 20% (dua
puluh persen) dari karya tulis.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
ttd

PURNOMO YUSGIANTORO

S e . .
., Safmenisesuai dengan aslinya

RISHDA-QUMBER DAYA MINERAL

Ml. Humas,

4



